WALI KOTA LUBURLINGGAU
PROVINS] SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAL
NOMOR 1\ TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGALL,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah, scbagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah darn Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peératuran Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf &, merupakan
perwijudan dari Rencana Kega Pen
Tahun 2022 vang dijabarkan ke
Anggaran Pendapatan dan Bela
dan Plafon Anggaran Sement
Pemerintah Daerah bersama
Daerah pada tanggal 7 bulan

¢. bahwa  berdasarkan I
dimaksud dalam huruf a dan
Peraturan Dacrah tentang
Belanja Daerah Tahun

Mengingat : 1. Pasal 18 avat (&) 1)
Indonesia Tahun
menetapkan pera
lain
pemhaﬂttﬁ&f:
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun  200] tentang
Pembentukan Daerah Kola Lubuklinggau  [Lembsran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negare Republik IndonesisNormos
4114;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor $286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenitang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan I'.m Rep.m

Republik Indonesia Nomor 35 ;
diubah beberapa kali t;:mki_ﬂ: Un

Tambahan Lembaran Hegam
2020 Nomor 567 3);

Undang-Undang Nomor 7
Harmonisasi Peraturan Per

Peraturan Pemerintah

Kedudukan Keuangan . .
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14.

15.
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomaor
4502) secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ataz Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomoar
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia

Nomor 3340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18
Keuangan dan Administrasi
Dewan Perwakilan Rakyat ;
Republik Indonesia Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor
Pelaksanaan Tugas dan We
Wakil Pemerintah Pusat (L
Indonesia Tahun 2018 Nomor
Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah
Pinjaman Daerah (Leml

Nomor 248 Tahun 2018
Republik Indonesia Ne
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keusngan Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 6323)

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan  investasi  Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peruturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 whun 2017
tentang Pengelompokan Remampuan Keuangan Dacrah
serta Pelaksanaan dan  Pertanggungiawaban Dana
Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik; (berita negara Republik Indonesia Tahun
Nomor |;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pemabangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
105/ PMK.07/2020  tentang R -
pemulihan Ekonomi Nasional
(Berita Negara Republik Ine
880);

Peraturan Menteri Dalam

tentang Anggaran Pend
Rancangan Peraturan

Anggaran Pendapatan dan
Peraturan Kepala Daerah
Pendapatan dan Bel

Peraturan Kepala Daerah
Anggaran Pendapatan i an
Republik Indonesia
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28. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (berita negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor);

309, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

30. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nemor 4 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kata Lubuklinggau Tshun 2018 - 2023
(Lembaran Dacrah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor
04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah,

APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 906.855.728.831,00
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dmmh dmn
rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Daerah
2 Belanja Daerah

Surplus / Depisit



<4 Peminavaan Deeran

. Penerimaan Rp. 94, 250.000.000_00

b. Pengeluaran Rp. 1.481.250.000,00
Pembiayvaan Netio Rp, 92.768.750.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,00

berkendan

Pazal 2
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 814.086.978 831 00 |(delapan ratus
empat belas milvar delapan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh rams delapan
ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.  pendapatan asli daerah;
b.  pendapatan transfer; dan

©. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 3

(1} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan scbesar Rp.115.750.966.287,00 (Seratus lima belas milyar tujuh
ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan
puluh tujub rupiah), yang terdiri atas :

a. pajak dacrah;

b. retribusi daerah;

¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan; dan
d. lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah;

(2] Pajak daerah scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 54.846.946.287,00 (Lima puluh empat milvar delapan ratus empat
puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan
puluh tujuh rupiah).

(3] Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp. 7.529.020.000,00 (Tujuh milvar lima,
ribu dua puluh ribu rupiah).

(41 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.

delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(5] Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah sel

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.525.0

mulyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).



Pasal 4

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 hurufl b

{1} Pendapatan transfer
direncanakan sebesar Rp.698.336.012.544,00 (Enam ratus sembilan puluh

delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua belas ribu lima ratus empat

puluh empat rupiak), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b, pendapatan transfer antar daerah,
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i2)
huruf a dircncanakan scbesar Rp.645.587.232.500,00 (Enam ratus empat
puluh Hma milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh

dua ribu lima ratus rupiah).
Pendapatan transfer antar dacrah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.52.748.780.044,00 (Lima puluh dua milyar tujuh

ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh

(3)

empat rupiah)
Pasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf
¢ direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) adalah Lain-lain pendapatan daerah
vang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.
906.855.728.831,00 (Sembilan ratus enam milyar delapan ratus lima puluh lima
juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah),

yvang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

¢. belanja tidak terduga; dan

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dims
direncanakan sebesar Rp.732.359.003.944,00
milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga

puluh empat rupiah), yang terdiri atas : s
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{3)

(6)

(1)

(2)

0. belanja pegaweai;
belanjn barang dan jasa,

beluma bunga;
d. belanja hibah; dan

¢, belanja bantuan sosial,
Belanja pegawai schagaimana dimaksud pade ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.505.696.384. 646,00 (Lima ratus lima milyar ¢nam ratus sembilan
puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh

enam rupiah)
Belanja barang dan jasa scbagaiman dimaksud pada avat (1) huruf b
puluh

direncanakan sebesar Rp.198.258.858.909,00 (Seratus sembilan
delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh

delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan

sebesar Rp.7.075.000,000 (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta rupiah)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.21.328.760.389,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh
delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan

rupiah)
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf e

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah)

Pasal 8
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal & huruf b
direncanakan sebesar Rp. 165.567.430.887,00 (Seratus enam puluh lima
milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan
ratus delapan puluh tujuh rupiah), vang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
¢. belanja modal jalan, Jjaringan dan irigasi:
d. belanja modal aset tetap lainnva; dan
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dima
a direncanakan sebesar Rp.8.315.266.247,00 (Delapan
belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua -

rupiah).



Helanja modal gedung dan bapgunen sehagaimana dimakesud pada ayat (1)

[
hurul b direncanakan sebesar Rp 19.265.214.015,00 (Sembilan belas milyar

dua ratus enmm puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima belas rupiah),
(4 Belanjn modal jalan, jaringan dan ingas) sebagaimana dimaksud pada avai (1)
hureul e direncanakan sebesar Rp 137 .469.861.534.00 (Seratus tiga puluh

tujub milyar empat rams enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh

salu ribiu Hma ratus tiga puluh empat rupiah).
Belnnga modal asct telap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

ial
direncanakan sebesar Rp.517.0849.09]1,00 {Lima ratus tujuh belas juta delapan

puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah),

Pasal 9

Anpearan belanja udak terdugs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢

direncanakan schesar Rp.8.920.294 000,00 (Delapan milyar sembilan ratus dua
puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), vang terdiri atas

belanja tidak terduga,
Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.94.250.000.000,00. (Sembilan puluh empat milvar dua ratus lima puluh juta

rupiah), yang terdiri atas:
4. penerimaan pembiayaan; dan
b.  pengeluaran pembiayaan,

Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp.94.250.000.000,00 (Sembilan puluh empat
milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran =
b. penerimaan pinjaman daerah;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dit
huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (L

(3] Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaks:
direncanakan sebesar Rp.93.750.000.000,00 (Sembil.
ratus lima puluh juta rupiah).




(1)

(2

(1

(2

(1)

(2}

Pasal 12

Anggaran pengeluaran pembiayvaan sebagmmana dimaksud dalam Pasal |1
hurul b direncanakan sebesar Rp.1.481.250.000,00 (Satu milvor empat ratus
delapan puluh satu juta dua ratus lima puluah aba rupial), yang terdic atas

& Pembavaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo;
Pembavaran cicilan pokok utang yvang jatuh tempo scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 1.481.250.000,00 (Satu milyar

empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima pulub ribu rupiahj
Pasal 13

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinyva defisit sebesar Rp.(92.768.750.000,00) (Sembilan
puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah).
Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap

pengeluaran  pembiavaan direncanakan sebesar Rp.92.768.750.000,00

{Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah)

Pasal 14

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum terzedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, vang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan ;
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pem
DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
4. bencana alam, bencana non-alam, bencana
biasa; .
b. pelaksanaan operasi pencaran dan pertol
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
publik
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(3 Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masvarakat yang
angearannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanjs dacrah yang bersifat mengikat dan belanja vang bersifan wajib;
pengeluaran dacrah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tiddak dapat diprediksi sebelumnya, serta amsanat peratdran perundang-
undangan; dan /atau

d. pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat,

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah sebagsimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

3.

@

10.
11.

12

e

Lampiran 1  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurul Kelompok dan
jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran Il Ringkasan APBD vang Diklasifikasi Menurut
Pemerintahan Dacrah dan Organisasi,

Lampiran [l Rincian APED menurut  Urisan
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub

HKegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi  Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Urusan

Pemerintahan Daerah,

Lampiran V
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keungan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VIl Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kmm RKPD
dan PPAS dengan Peraturan Daerah 3
Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas
Prioritas Daerah;

Lampiran X  Daftar jumlah pegawai pergolongan d
Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah d
Lampiran XIIl Daftar Perkiraan Penambahan dar

Daerah:
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" rampiran XIV  Daltar Hrp.iman-kegiamn tahun  sebelumnvi

diselesaikan dan dianggarkan ke
ini,

yvang  belum

mbali dalam tahun anggaran

. Lampiran XV

Daftar Dang Cadangan Daerah;
Lampiran Xvi

Daftar Pinjaman Daerah; dan

Lampi afls
piran XVl D T Pn:namhaha.n dan P:ngufunga“ Aset Lain-lain,

Pasal 16

Wali Kota Lubuklinggau menctapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Anggaran  pendapatan  dan Belanja Daerah sebagal landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 20 Desember 2021

WALL KOTA BUKL'INGC‘&U.
___-_'ﬁ

=

o
i 8. N. PRENK PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal , 3o Pesemiper 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLING:

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKL
NOMOR REGISTRASI PERATURAN D,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-
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